
S A L I N A N 
  

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 51 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN LAYANAN ANGKUTAN TANAH LAUT (LAKATAN)  

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyediaan 

Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau 

barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten dan 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan 

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 

Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian 

Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, 

maka perlu menyelenggarakan Layanan Angkutan 

Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tanah Laut; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan 

Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 



2 
 

  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6642); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304); 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

  10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2022 

tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian tugas Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 58); 

   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

LAYANAN ANGKUTAN TANAH LAUT (LAKATAN) DI 

LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 

TANAH LAUT. 
  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. 
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6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 

orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan 

tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 

7. Pemberhentian Bus adalah bagian perkerasan jalan tertentu yang 

digunakan untuk pemberhentian sementara bus, angkutan penumpang 

umum lainnya pada waktu menaikkan dan menurunkan penumpang. 

8. Layanan Angkutan Tanah Laut yang selanjutnya disebut LAKATAN adalah 

penyediaan sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain antar 

kecamatan dalam kabupaten yang terikat dalam trayek tertentu 

dikhususkan untuk mengangkut masyarakat umum. 

9. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang 

kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud Penyelenggaran LAKATAN adalah untuk memberikan pelayanan 

angkutan umum yang aman dan nyaman kepada masyarakat di 

Kabupaten Tanah Laut. 

(2) Tujuan Penyelenggaraan LAKATAN untuk mengurangi penggunaan 

kendaraan pribadi, menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu 

lintas serta membiasakan masyarakat menggunakan angkutan umum di 

Kabupaten Tanah Laut. 
 

BAB II 

WAKTU OPERASIONAL 
 

Pasal 3 
 

(1) Waktu Operasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

(2) Waktu Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Dinas. 
 

BAB III 

TRAYEK 
 

Pasal 4 
 

(1) Trayek LAKATAN ditetapkan berdasarkan pertimbangan rute yang 

mempunyai potensi besar serta sering dilewati oleh masyarakat. 

(2) Trayek LAKATAN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 
 

BAB IV 

PEMBERHENTIAN BUS  
 

Pasal 5 
 

(1) Pemberhentian bus terdiri atas: 

a. terminal 

b. halte; dan 

c. rambu. 
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(2) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diharuskan tidak menganggu kelancaran lalu lintas kendaraan maupun 

pejalan kaki. 

(3) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat 

dengan lahan yang mempunyai potensi besar untuk pengguna angkutan 

penumpang umum. 

(4) Lokasi penempatan pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

BAB V 

TARIF DAN PEMBIAYAAN 

 

Pasal 6 

 

(1) Tarif atas pelaksanaan LAKATAN diberlakukan gratis. 

(2) Pelaksanaan LAKATAN dibebankan pada APBD. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 26 April 2023 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

  Ttd 

 

  H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 26 April 2023 

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT,  

 

 Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 51 


	MEMUTUSKAN:

